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Dasar Huktmi Kualifikasi Pelaksana 
1. Undang-Undang Danu-at Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembantukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat I Stunatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-
Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahxm 1999 tentang Penydenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahim 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

1. PejabatStruktural 
2. Pejabat Fimgsional 
3. Pejabat lain yang ditui^uk oleh pejabat yang berwenang 



5. l-'eraturan î emerintah Nomor 12 lahvm 2017 tentang remhinaan dan rengawasan 
Penydenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 
Prosedur di Lingkungan Pemerintahan P^vinsi dan Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kehqakan 
Pengawasan Penydenggaraan Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahim 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Pemerintah Provinsi Jambi; 

9. Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah di I.ingkup Pemerintah 
Provinsi Jambi; 

10. Peraturan Gubemur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 
PKPT 1. Alat tulis/cetak 

2. Buku/peraturan perundang-undangan 
3. Komputer/laptop 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
1. Meningkaikan kualitas SDM 
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia 
3. Menghambat proses pemeriksaan berikutnya 

1. Membuat daftar materi pengawasan 
2. Membuat kertas kerja pengawasan 
3. Membuat laporan hasil pengawasan 
4. Membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan 



No Uraian Prosedur Pelaksana | Mutu Baku 
No Uraian Prosedur Gub/Wagub Iiwpektur Sekretaris | Irbanwil. Dalnis KT AT Kelengkapan Waktu Output Ket 

A. PERSIAPAN PENGAWASAN 

1 Rencana Pemeriksaan 
Merencanakan pengawasan 
reguler sesuai dengan PKFl dan 
menentukan Tim yang akan 
diturunkan 

IV lulai 

1 

- PKPT 
- Agenda kerja 

15 menit Konsep 
pembagian Tim 

1 Rencana Pemeriksaan 
Merencanakan pengawasan 
reguler sesuai dengan PKFl dan 
menentukan Tim yang akan 
diturunkan 

IV 

- PKPT 
- Agenda kerja 

15 menit Konsep 
pembagian Tim 

2 Usulan Program Kerja 
Pengawasan 
Wakil penanggung jawab 
memerintahkan Ketua Tim 
tmtuk membuat PKP dan Nota 
Dinas ke Ii\spektur 

ya 

- Konsep 
pembagian Tim 
dari Wakil 
Penanggung 
Jawab 

- Laptop 
- Printer 

1 hari - Konsep 
Program Kerja 
Pemeriksaan 

- Konsep Nota 
E>inas 

Jukiu 
s 
Penga 
wasa 
n 
Regul 
er 

2 Usulan Program Kerja 
Pengawasan 
Wakil penanggung jawab 
memerintahkan Ketua Tim 
tmtuk membuat PKP dan Nota 
Dinas ke Ii\spektur 

- Konsep 
pembagian Tim 
dari Wakil 
Penanggung 
Jawab 

- Laptop 
- Printer 

1 hari - Konsep 
Program Kerja 
Pemeriksaan 

- Konsep Nota 
E>inas 

Jukiu 
s 
Penga 
wasa 
n 
Regul 
er 

3 Memeriksa Konsep Nota Dinas 
Wakil Penanggimg Jawab 
memeriksa konsep nota dinas 
dan program kerja pengawasan, 
jika setuju ditandatangani dan 
disampaikan ke Inspektur 
melalui Sekretaris tmtuk 
ditelaah terlebih dahulu, jika 
tidak setuju diserahkan kepada 
Ketua Tim untuk diperbaiki 

y \ tidak 

- Konsep Nota 
Dinas 

- Konsep 
Program Kerja 
Pengawasan 

15 menit - Nota Dinas 
yang telah 
direviu dan 
ditanda tangani 
oleh Wakil 
Penanggung 
Jawab 

- Program Kerja 
yang telah 
direviu dan 
ditanda tangani 
oleh Wakil 
Penanggung 
Jawab 

3 Memeriksa Konsep Nota Dinas 
Wakil Penanggimg Jawab 
memeriksa konsep nota dinas 
dan program kerja pengawasan, 
jika setuju ditandatangani dan 
disampaikan ke Inspektur 
melalui Sekretaris tmtuk 
ditelaah terlebih dahulu, jika 
tidak setuju diserahkan kepada 
Ketua Tim untuk diperbaiki 

\ 

ya 

- Konsep Nota 
Dinas 

- Konsep 
Program Kerja 
Pengawasan 

15 menit - Nota Dinas 
yang telah 
direviu dan 
ditanda tangani 
oleh Wakil 
Penanggung 
Jawab 

- Program Kerja 
yang telah 
direviu dan 
ditanda tangani 
oleh Wakil 
Penanggung 
Jawab 

4 Menelaah Nota Dinas Usulan 
Tim dan PKP 
Sekretaris menelaah nota dinas 
usulan Tim dan PKP 

Disposisi 30 menit - Nota Dinas 
- Program Kerja 

Pemeriksaan 

4 Menelaah Nota Dinas Usulan 
Tim dan PKP 
Sekretaris menelaah nota dinas 
usulan Tim dan PKP 

ya 

Disposisi 30 menit - Nota Dinas 
- Program Kerja 

Pemeriksaan 

5 Meneruskan Konsep Nota 
Dinas dan PKP ke Inspektur 
Sekretaris meneruskan konsep 
nota dinas dan PKP ke 
Inspektur, jika Inspektur setuju 
ditndaklaiv|uti dengan 
penetapan Sixrat Perintah Tugas, 
jika tidak setuju dikembalikan 
ke Wakil Penanggung Jawab 
melalui Sekretaris 

< > tidak 

Disposisi 1 jam Nota dinas yang 
telah didisposisi 



6 Pembuatan Surat Perintah 
Tugas 
Sekretaris membuat dan 
mengajukan koiisep Surat 
Perintah Tugas ke Inspektur 
untuk ditandatangani 

ya 

- Notadiiws 
yang telah 
didisposisi 

- Laptop 
- Printer 

30 menit Surat perintah 
higas 

7 Penandatanganan Surat 
Perintah Tugas 
Inspektur/pejabat yang 
berwenang menandatangani 
Surat Perintah Tugas 

Agenda kerja 30 menit Surat perintah 
tugas yang telah 
ditandatangani 

7 Penandatanganan Surat 
Perintah Tugas 
Inspektur/pejabat yang 
berwenang menandatangani 
Surat Perintah Tugas 

Agenda kerja 30 menit Surat perintah 
tugas yang telah 
ditandatangani 

8 Dokumentasi SPT dan PKP 
Surat perintah tugas yang telah 
ditandatangani diserahkan 
kembali ke Sekretaris imtuk 
pencatatan, penomoran dan 
pendistribusian 

Agenda kerja 30 menit Surat perintah 
tugas yang telah 
diberi nomor 

8 Dokumentasi SPT dan PKP 
Surat perintah tugas yang telah 
ditandatangani diserahkan 
kembali ke Sekretaris imtuk 
pencatatan, penomoran dan 
pendistribusian 

Agenda kerja 30 menit Surat perintah 
tugas yang telah 
diberi nomor 

8 Dokumentasi SPT dan PKP 
Surat perintah tugas yang telah 
ditandatangani diserahkan 
kembali ke Sekretaris imtuk 
pencatatan, penomoran dan 
pendistribusian 

Agenda kerja 30 menit Surat perintah 
tugas yang telah 
diberi nomor 

8 Dokumentasi SPT dan PKP 
Surat perintah tugas yang telah 
ditandatangani diserahkan 
kembali ke Sekretaris imtuk 
pencatatan, penomoran dan 
pendistribusian 

Agenda kerja 30 menit Surat perintah 
tugas yang telah 
diberi nomor 

B. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

9 Rapat Pendahuluan 
Pemeriksaan 
Wakil Penanggimg Jawab 
memberikan pengarahan kepada 
Dalnis, Ketua Tim dan Anggota 
Tim sebelum pelaksanaan 
pengawasan 

PKP 1 jam 9 Rapat Pendahuluan 
Pemeriksaan 
Wakil Penanggimg Jawab 
memberikan pengarahan kepada 
Dalnis, Ketua Tim dan Anggota 
Tim sebelum pelaksanaan 
pengawasan 

PKP 1 jam 9 Rapat Pendahuluan 
Pemeriksaan 
Wakil Penanggimg Jawab 
memberikan pengarahan kepada 
Dalnis, Ketua Tim dan Anggota 
Tim sebelum pelaksanaan 
pengawasan 

b 
PKP 1 jam 

10 Pertemuan Awal (entry briefing) 
Wakil Penanggung Jawab/ 
Dalnis/Ketua Tim 
menyampaikan kepada Kepala 
OPD/yang mewakili tentang 
maksud dan tujuan 
pengawasan, menyampaikan 
permintaan bahan/berkas 
pengawasan, dan pokok-pokok 
kode etik pengawasan. Jika OPD 
tidak mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan maka Tim 
meminta OPD membuat surat 
pemyataan tidak 
bersedia/keberatan 
menyampaikan dokumen 

- Surat tugas 
permintaan 
bahan 

- Berita acara 
entry briefing 

2jam Berita acara entry 
briefing 

10 Pertemuan Awal (entry briefing) 
Wakil Penanggung Jawab/ 
Dalnis/Ketua Tim 
menyampaikan kepada Kepala 
OPD/yang mewakili tentang 
maksud dan tujuan 
pengawasan, menyampaikan 
permintaan bahan/berkas 
pengawasan, dan pokok-pokok 
kode etik pengawasan. Jika OPD 
tidak mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan maka Tim 
meminta OPD membuat surat 
pemyataan tidak 
bersedia/keberatan 
menyampaikan dokumen 

<- ¥• — 

r 

- Surat tugas 
permintaan 
bahan 

- Berita acara 
entry briefing 

2jam Berita acara entry 
briefing 

10 Pertemuan Awal (entry briefing) 
Wakil Penanggung Jawab/ 
Dalnis/Ketua Tim 
menyampaikan kepada Kepala 
OPD/yang mewakili tentang 
maksud dan tujuan 
pengawasan, menyampaikan 
permintaan bahan/berkas 
pengawasan, dan pokok-pokok 
kode etik pengawasan. Jika OPD 
tidak mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan maka Tim 
meminta OPD membuat surat 
pemyataan tidak 
bersedia/keberatan 
menyampaikan dokumen r 

- Surat tugas 
permintaan 
bahan 

- Berita acara 
entry briefing 

2jam Berita acara entry 
briefing 



11 Pelaksanaan Pengawasan 
Pengawasan dilaksanakan oleh 
Tim sesuai PKP 

PKP Sesuai 
dengan 

KKP 11 Pelaksanaan Pengawasan 
Pengawasan dilaksanakan oleh 
Tim sesuai PKP 

PKP Sesuai 
dengan 

KKP 11 Pelaksanaan Pengawasan 
Pengawasan dilaksanakan oleh 
Tim sesuai PKP ya 

PKP Sesuai 
dengan 

KKP 11 Pelaksanaan Pengawasan 
Pengawasan dilaksanakan oleh 
Tim sesuai PKP ya 

PKP 

PKFi 

KKP 

12 Supervisi Pelaksanaan 
Pengawasan 
Penanggimg jawab memberikan 
supervisi terhadap pelaksanaan 
kegiatan Wakil Penanggung 
Jawab, Dalnis, Ketua Tim dan 
kepada Anggota Tim selama 
proses pengawasan 

> tidak 

12 Supervisi Pelaksanaan 
Pengawasan 
Penanggimg jawab memberikan 
supervisi terhadap pelaksanaan 
kegiatan Wakil Penanggung 
Jawab, Dalnis, Ketua Tim dan 
kepada Anggota Tim selama 
proses pengawasan 

13 Penyusunan Kertas Kerja 
Pengawasan (KKP) 
KKP disusim oleh Anggota Tim 

r PKP bahan 
pemeriksaan 

KKP 13 Penyusunan Kertas Kerja 
Pengawasan (KKP) 
KKP disusim oleh Anggota Tim 

PKP bahan 
pemeriksaan 

KKP 13 Penyusunan Kertas Kerja 
Pengawasan (KKP) 
KKP disusim oleh Anggota Tim 

PKP bahan 
pemeriksaan 

KKP 

14 ReviuKKP 
KKP dikompilasikan oleh Ketua 
Tim kemudian direviu secara 
berjenjang oleh Dalrus dan 
Wakil Penanggimg Jawab 

KKP lembar reviu 
sheet 

Selama 
peme­
riksaan 

KKP yang telah 
direviu 

14 ReviuKKP 
KKP dikompilasikan oleh Ketua 
Tim kemudian direviu secara 
berjenjang oleh Dalrus dan 
Wakil Penanggimg Jawab 

-* 
KKP lembar reviu 
sheet 

Selama 
peme­
riksaan 

KKP yang telah 
direviu 

14 ReviuKKP 
KKP dikompilasikan oleh Ketua 
Tim kemudian direviu secara 
berjenjang oleh Dalrus dan 
Wakil Penanggimg Jawab 

KKP lembar reviu 
sheet 

Selama 
peme­
riksaan 

KKP yang telah 
direviu 

15 Penyusunan dan Penyampaian 
KTHP 
Temuan hasil pengawasan harus 
dikonfirmasikan kepada 
pimpinan objek pengawasan 
untuk meminta tanggapan, hasil 
konfirmasi harus ditandatangani 
oleh kedua belah pihak. 
Penyampaian KTHP disertai 
dengan batas waktu untuk 
menyampaikan tanggapan 
terhadap temuan hasil 
pengawasan 

KKP 3 hari KTHP 

16 Pen)rusunan P2HP 
P2HP merupakan himpunan 
hasil pengawasan yang terdiri 
dari temuan-temuan strategis 
tanpa rekomendasi yang 
mempunyai dampak bagi 
pemda dan masyarakat yang 
perlu segera mendapat 
perhatian disusun oleh Ketua 
Tim serta direviu oleh Dalnis 

ya 

< > 
H 

tidak 

- KTHP 
- Tanggapan 

KTHP 

l h a r i P2HP 16 Pen)rusunan P2HP 
P2HP merupakan himpunan 
hasil pengawasan yang terdiri 
dari temuan-temuan strategis 
tanpa rekomendasi yang 
mempunyai dampak bagi 
pemda dan masyarakat yang 
perlu segera mendapat 
perhatian disusun oleh Ketua 
Tim serta direviu oleh Dalnis 

- KTHP 
- Tanggapan 

KTHP 

l h a r i P2HP 



17 Pertemuan Akhir (exit briefing) 
Ketua Tim menerima tanggapan 
dari pimpinan objek 
pengawasan dan 
menyampaikan pokok-pokok 
hasil pengawasan kepada 
Kepala OPD/yang mewakili 

C. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

- KTHP 
- Tanggapan 

KTHP 

l h a r i P2HP 

18 Penyusunan Eh-aft LHP 
Ketua Tim dan Anggota Tim 
bersama-sama menyusim draft 
LHP 

- KKP 
- P2HP 

7hari Draft LHP 

19 

20 

Ekspose Hasil Pemeriksaan 
Ekspose konsep Laporan Hasil 
Pemeriksaan oleh Ketua Tim 
dan Anggota Tim, Sekretaris dan 
Tim Penyanggah 
Penyusiman Konsep Laporan 
Hasil Pemeriksaan dan Nota 
Dinas ke Gubemur 
Tim Pengawas menyusun 
konsep LHP sesuai doigan hasil 
ekspose dan menyiapkan nota 
dinas ke Gubemur 

tidak 

- DraftLHP 
- KKP 
- P2HP 
- Tanggapan 

P2HP 

l h a r i Notulen ekspose 

ya 

- KKP 
- KTHP 
- P2HP 
- Notulen 

ekspose 
- Konsep nota 

dinas 

2hari - Konsep LHP 
- Konsep nota 

dinas 

21 Koreksi LHP 
Konsep LHP dikoreksi oleh 
Sekretaris 

Konsep LHP 1 hari Konsep LHP 
terkoreksi 

22 Koreksi LHP dan Nota Dinas 
oleh Inspektur 
Setelah dikoreksi Sekretaris, 
LHP dan Nota Dinas diteruskan 
kepada Inspektur 

tidak Konsep LHP 
Konsep nota 
dinas 

l h a r i LHP final 
Nota dinas 

23 Penandatanganan LHP 
LHP dan nota dinas ke 
Gubemur yang telah dikoreksi 
ditandatangani oleh Inspektur 

LHP final 
Nota dinas 

30 menit LHP yang telah 
ditandatangani 
Nota dinas 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

Pencatatan dan Pengagendaan 
LHP 
LHP dan nota dinas yang telah 
ditandatangani diberi nomor 
dan diagendakan 
Penggandaan dan Penjilidan 
LHP 
LHP digandakan dan dijilid, 
setelah selesai diserahkan 
kembali kepada Tim Pengawas 
Penyampaian LHP kepada 
Gubemur 
Tim menyerahkan LHP 1 exp 
dan nota dinas kepada 
Sekretaris imtuk disampaikan 
kepada Gubemur guna 
memperoleh persetujuan saran 
dan tindak lanjut yang diberikan 
oleh Inspektorat 
Menyiapkan Surat Tindak 
Lanjut 
Tim menyiapkan surat tindak 
lanjut hasil pengawasan atas 
temuan dan rekomendasi yang 
telah disetujui oleh Gubemur 
beserta nota dinas tindak lanjut 
Konsep Surat TLHP diteliti 
oleh Sekretaris untuk 
diteruskan kepada Inspektur 
Sekretaris meneliti konsep surat 
TLHP dan nota dinas kemudian 
diteruskan kepada Inspektur 
untuk diteliti dengan 
membubuhkan paraf 
Penandatanganan Nota Dinas 
Inspektur menandatangani nota 
dinas pengantar surat TLHP 

LHP 
Agenda kerja 

10 menit LHP yang telah 
diagendakan 

LHP 2hari LHP yang telah 
digandakan 

- LHP 
- Nota dinas 
- Buku ekspedisi 

- LHP 
- Disposisi 

Gubemur 

LHP 
Disposisi 
Gubemur 

lhari Konsep surat 
TLHP 
Konsep nota 
dinas 

Konsep TL 
Konsep nota 
dinas 

lhari Konsep surat 
TLHP 
Nota dinas 
yang telah 
diteliti 

Konsep surat 
TLHP 
Nota dinas 
yang telah 
diteliti 

30 menit i Konsep surat 
TLHP yang 
telah diteliti 
Nota dinas 
yang telah 
ditandatangani 

5 



30 I Pencatatan dan Pengagendaan 
Nota Dinas 
Nota dinas pengantar surat 
TLHP dicatat dan diagendakan 

31 I Penyampaian Surat TLHP 
kepada Wakil Gubemur 
Konsep surat TLHP beserta nota 
dinas disampaikan kepada 
Wakil Gubemur untuk 
ditandatangaivi 

32 I Penandatanganan Surat TLHP 
oleh Wakil Gubemur 
Wakil Gubemur 
menandatangani surat TLHP 

Nota diims 
Agenda kerja 

Konsep surat 
TLHP 
Nota dinas 
Buku ekspedisi 

Konsep Stirat 
TLHP 

10 menit 

30 menit 

Nota dinas yang 
telah diagendakan 

Tanda terima 
penyampaian 
siu-atTL 

Surat TLHP yang 
telah 
ditandatangani 

33 I Pencatatan dan Pengagendaan 
Surat TLHP 
Svirat TLHP yang 
ditandatangani diberi nomor 
dan diagendakan 

34 I Pendokumentasian dan 
Pendistribusian LHP 
Tim Pengawas menyerahkan 
LHP beserta Surat TLHP dan 
kelengkapannya kepada 
Sekretaris imtuk didokumentasi 
dan didistribusikan kepada yang 
berwenang 

Surat TLHP 10 menit Surat TLHP yang 
telah diagendakan 

LHP, KKP, SPT, 
PKP, BA. Entry 
Briefing, BA. Exit 
Briefing, KTHP, 
P2HP,KM,BAP 
Kas,BAPFisik, 
Surat Pemyataan 
Kesanggupan TL, 
Foto, dU 

1 hari - Surat pengantar 
- Tanda terima 

lANLSH., M.Hum 
M l^jMha Utama Madya 

19601023 198903 1 002 


